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KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep. 03-SMK/BPPMPT /2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
"SMK ISTIMEWA"
WALIKOTA TANGERANG
Menimbang : a  bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat

yang beriman, bertagwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas
sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010
tentang Pengelblaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK,
5D, SMF, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai
dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;

¢. bahwa berdasarlkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a dan
huruf b diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota Tangerang menetapkan
Keputusan Walikota Tangerang tentang lzin Penyelenggaraan Pendidikan Sekohh
Menengah Kejuruan "SMK ISTIMEWA".

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301).

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebapaimana telh beberapa Kkali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

smbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Perawuran Pemerintah Republik Indonesia Momor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahana Atms Peraturan Pemerintah Nol9 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolh Menengah Kejuruan/
Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

10. Perawran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Tangerang [Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun
2008 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kota Tanperang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah No.14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kot Tangerang Tahun 2011
Nomor 14);

12. Perawmran Walikota Tangerang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelyanan Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 45);

13. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penanda-tanpanan Perizinan Kepada Kepal Badan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang;

14. Keputusan Direktur |endral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang
Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepah Kantor Wikyah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Nomor : W12.215-PK.01.06.01 Tahun 2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang
Fendirlan Sekolah Menengah Kejuruan Istimewa Pada Lembaga Pemasyarakatan

permohonan dari  Ketua YAYASAN ISTIMEWA  TANGERANG
MK/YIST/2014 tanggal 31 Maret 2014 yang diterima BPPMPT tanggal
014 perihal permohonan izin penyelenggaraan SMK ISTIMEWA.

Hasil Studi Kelavakan Penyelenggaraan Sekobh yang dilaksanakan olkeh

Peémberkasan Pendirian Sekolh Dinas Pendidikan Kot Tangerang dan Tim

Bla Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

€rpadu dengan Berita Acara Nomor 07/BAPL-SPF/IV/2014 tanggal 21 April

2014 yang perintah perbaikannya telbh dilengkapi yang bersangkutan tanggal
24 April 2014.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

Keputusan Walikota Tangerang tentang lzin Penyelenggaraan Sekokh Menengah
Kejuruan ISTIMEWA

Memberikan lzin Penyvelenggaraan Pendidikan Sekolh Menengah Kejuruan kepada :

Nama Badan Hukum :  YAYASAN ISTIMEWA TANGERANG
Nomor & Tgl Akre Notaris :  35;28 September 2013
Nomor Pengesahan Yayasan . AHU-1015.AH.01.04.Tahun 2014
Tanggal : 21 Februari 2014
Nama Notaris :  Tit Sulistyowati, SH
Nama Lembaga Pendidikan :  SMKISTIMEWA
Bidang 5Studi Keahlian i Teknolbgi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motar
Alamat Lembaga Pendidikan ¢ LAPAS KLAS Il A ANAK PRIA TANGERANG

JIn. Daan Mogot No.29 C
Kel Sukaasih- Kec. Tangerang
Kot Tangerang

Daam mekksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, wajib mentzatl peraturan perundang-undangan vang berlaku serta
melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melksanakan daftar ulang
(her registrasi) setiap 2 (dua) mhun pada awal whun pehbjaran di Dinas Pendidikan
Kota Tangerang.

Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebapaimana dimaksud pada
diktum KESATU, maka penanggung jawab lembaga pendidikan harus melaporkan ke
Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Bilkmana dilkkukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin
ini akan ditinjau kembali.

Keputusan ini berlaku mukbi tanggal ditetapkan dengan cattan akan ditinjau kembali

" apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetaplan di Tangerang
Pada tanggal 25 April 2014
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